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P U T U S A N 

Nomor 0983/Pdt.G/2024/PA.Bgl 

 
 

DEMI  KEADILAN  BERDASARKAN  KETUHANAN  YANG  MAHA  ESA 
PENGADILAN AGAMA BANGIL  

 
Memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah 

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara : 

PENGGUGAT, NIK: 3514125803950003, umur 29 tahun, agama Islam, 

pendidikan S1, pekerjaan Karyawati Pabrik Mebeul, 

tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, sebagai 

Penggugat; 

M E L A W A N 

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan 

Karyawan Pabrik Plastik, tempat kediaman di 

Kabupaten Pasuruan, sebagai Tergugat ; 

Pengadilan Agama tersebut ; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ; 

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;  

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan ; 

 

TENTANG DUDUK PERKARA 

 Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan 

tertanggal 27 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama 

Bangil Nomor 0983/Pdt.G/2024/PA.Bgl tanggal 27 Mei 2024 yang 

mengemukakan hal hal sebagai berikut :  

1. Bahwa pada tanggal 10 November 2018, Penggugat dan Tergugat telah 

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada 

Kantor Urusan Agama (KUA), Kabupaten Pasuruan, sebagaimana sesuai 

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0855/015/XI/2018, tertanggal 10 

November 2018; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah 

kediaman Tergugat selama 5 Tahun 10 Bulan dan telah melakukan 

hubungan selayaknya suami dan istri yang baik (ba'da dukhul) namun 

belum di karuniai anak; 

3. Bahwa sejak Bulan Agustus 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan karena : 

• Tergugat kurang memenuhi nafkah bathin terhadap Penggugat, dimana 

selama berumah tangga ini Tergugat dan Penggugat sangat jarang 

sekali berhubungan intim, dan dalam kurun waktu 5 tahun berumah 

tangga hanya bisa di hitung sekitar 4 atau 5 kali saja, oleh sebab itu 

Penggugat sebagai istri mencoba mencari solusi dengan mengajak 

Tergugat untuk bersama – sama periksa ke dokter karena Penggugat 

sendiri juga khawatir apabila ada kelainan atau penyakit, namun hal itu 

tidak pernah Tergugat laksanakan dan seperti enggan melakukan 

pemeriksaan tersebut, hingga hal itu berdampak pada komunikasi yang 

semakin kurang baik sampai pernah Penggugat mencoba meminta hak 

nafkah bathinnya namun Tergugat menolak dengan alasan lelah karena 

sehabis bekerja. Selama ini Penggugat sudah berupaya semaksimal 

mungkin untuk terus bertahan dan mempertahankan keutuhan rumah 

tangganya meskipun dalam secara mental dan bathin Penggugat kurang 

bahagia, akan tetapi semakin lama Tergugat semakin bersikap parah 

dan tetap saja tidak ada perubahan yang lebih baik, maka dari itu kini 

Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangganya dengan 

Tergugat; 

• Bahwa, puncaknya pada bulan Oktober 2023 antara Penggugat dan 

Tergugat terjadi pisah kediaman selama kurang lebih 7 Bulan, dimana 

saat ini Penggugat berkediaman di rumah Penggugat, sedangkan 

Tergugat berkediaman di rumah Ibu Niara (saudara) Tergugat, selama 

berpisah Tergugat sudah tidak pernah mengajak rukun dan sudah tidak 

pernah memberikan nafkah lahir dan bathin; 

Disclaimer
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4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat 

untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon 

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangil kiranya berkenan menerima 

dan memeriksa  perkara ini; 

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; 

 Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon 

kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi 

sebagai berikut: 

PRIMAIR : 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; 

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap  

Penggugat (PENGGUGAT); 

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; 

SUBSIDAIR: 

-  Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya 

(ex aequo et bono); 

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan 

Tergugat hadir secara pribadi di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap 

persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak 

Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi 

tidak berhasil; 

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Penggugat juga ditempuh 

melalui jalur mediasi oleh mediator Savvy Dian Faizzati, M.HI,. Mediator 

Pengadilan Agama Bangil dan berdasarkan laporan mediator yang menyatakan 

bahwa upaya merukunkan  Penggugat dan  Tergugat kembali sebagai suami 

istri telah gagal; 

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan 

Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap 

dipertahankan oleh Penggugat;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Bahwa Tergugat pernah hadir di persidangan namun kemudian setelah 

mediasi tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan tanpa alasan yang 

sah meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut, dan 

tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam 

sidang; 

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 

bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Nomor: 0855/015/XI/2018, tertanggal 

10 November 2018, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan 

aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P); 

 Bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 

(dua) orang saksi yaitu : 

1. SAKSI I, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan POLRI, 

tempat tinggal di Kabupaten Pasuruan. Di bawah sumpahnya saksi 

menerangkan sebagai berikut : 

-  Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi 

sebagai  ayah kandung Penggugat; 

-  Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di 

rumah Tergugat, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri 

akan tetapi belum dikaruniai anak; 

-  Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat 

cukup harmonis namun sekarang sudah tidak rukun lagi sering terjadi 

perselisihan dan pertengkaran menurut Penggugat karena Tergugat 

jarang dalam memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat; 

-  Bahwua akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara 

Penggugat dengan Tergugat pisah rumah selama kurang lebih 8 bulan 

karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat; 

-  Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat 

namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan 

mereka; 
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2. SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam pekerjaan karyawan swasta, tempat 

tinggal di Kabupaten Pasuruan. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan 

sebagai berikut: 

-  Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi 

sebagai kakak ipar Penggugat; 

-  Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami isteri dan 

sekarang mereka akan bercerai; 

-  Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat setelah menikah 

tinggal di rumah orang tua Tergugat, telah hidup rukun sebagaimana 

layaknya suami istri namun belum mempunyai anak; 

-  Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi 

menurut keterangan Penggugat sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan 

nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;  

-  Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat 

dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 8 bulan dan selama 

pisah Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat; 

-  Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, 

akan tetapi tidak berhasil; 

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak 

ada lagi bukti bukti yang akan diajukan; 

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap dengan 

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan; 

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka apa yang tercantum 

dalam berita acara sidang dianggap ada dalam putusan ini; 

 

  

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat 

sebagaimana terurai di atas; 
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           Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa 

Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat 

dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal 

standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 

Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;  

           Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan 

Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 

40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. 

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama 

berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo; 

           Menimbang bahwa bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat  

tentang  domisili  Penggugat, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal  

73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah 

dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan 

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka harus dinyatakan 

terbukti bahwa Penggugat  adalah penduduk di wilayah Kabupaten Pasuruan, 

dan perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bangil, oleh karena 

itu gugatan Penggugat dapat diterima; 

           Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan 

cara memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali 

pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan 

Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah 

terpenuhi dalam perkara ini; 

           Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga 

telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Savvy Dian Faizzati, M.HI., 
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namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah 

Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini; 

           Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini 

adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan 

alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan 

pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang memenuhi nafkah bathin 

terhadap Penggugat, dimana selama berumah tangga ini Tergugat dan 

Penggugat sangat jarang sekali berhubungan intim, dan dalam kurun waktu 5 

tahun berumah tangga hanya bisa di hitung sekitar 4 atau 5 kali saja dan 

Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 

bulan dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga; 

  Menimbang, bahwa Tergugat pernah datang di persidangan, namun 

setelah setelah mediasi Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap ke 

persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga 

Tergugat dianggap tidak ingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak 

keperdataannya, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara 

contradictoir (diluar hadirnya Tergugat); 

  Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat 

telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P dan 2 (dua) orang saksi masing-

masing bernama Andrias Leo Kemi bin Leo Kemi dan Ayunantias Suryaistanti 

binti Suyanto Arifin; 

  Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi kutipan akta nikah yang 

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah bermeterai cukup dan 

telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka 

alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang 

sempurna, mengikat dan menentukan, dengan demikian terbukti bahwa 

Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah ; 

  Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekat 

Penggugat, dibawah sumpah saksi-saksi tersebut memberikan keterangan 

yang pada pokoknya mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi 

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang memberikan 
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nafkah lahir dan bathin terhadap Penggugat dan kini telah pisah rumah selama 

kurang lebih 8 bulan dan telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah 

memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 170, 171 ayat (1) dan 

Pasal 172 HIR, keterangan mana telah relevan dengan pokok perkara serta 

telah bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi 

lainnya, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan; 

  Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh 

Penggugat dan hal-hal yang tidak dibantah oleh Tergugat, maka telah 

ditemukan fakta hukum sebagai berikut : 

-   Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang 

sah dan belum dikaruniai anak; 

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup 

harmonis namun sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat 

sudah tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat jarang 

memberikan nafkah lahir dan bathin terhadap Penggugat; 

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama ± 8 bulan 

dan selama itu baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak pernah 

menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri dan diantara 

mereka tidak pernah saling bertemu ataupun berkomunikasi demi keutuhan 

dan keharmonisan rumah tangga; 

- Bahwa Penggugat didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-

sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Tergugat; 

- Bahwa Majelis Hakim maupun pihak keluarga sudah berusaha 

mendamaikan atau merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak 

berhasil; 
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 Menimbang,   bahwa  menurut  Pasal  39  UU  No.  1 Tahun   1974  

tentang perkawinan menentukan bahwa  untuk  melakukan   suatu  perceraian   

harus  ada cukup  alasan  dimana  suami  istri tidak  akan  dapat  hidup  

rukun  sebagai  suami istri  dan  pengadilan   telah  berusaha   dan  tidak  

berhasil   mendamaikan   kedua belah pihak.  Selanjutnya  dalam Pasal  19 

huruf (f) PP No.9  Tahun  1975 jo.  Pasal 116  huruf  (f)  Kompilasi   Hukum 

Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya   

perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terus menerus  antara  suami  istri dan 

tidak ada harapan lagi untuk kembali  rukun; 

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat 

beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya  perceraian   baik  cerai 

talak maupun cerai gugat yaitu: 

1. Adanya alasan  telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus 

menerus;  

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan  suami   istri  sudah  tidak  

ada harapan  untuk kembali  rukun; 

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami  istri tapi tidak berhasil; 

         Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu 

persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga  

Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat 

dipandang  telah  memenuhi  unsur-unsur  terjadinya  suatu perceraian; 

          Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang  diajukan  

Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi 

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus  yang disebabkan karena 

Tergugat jarang memberikan nafkah lahir dan bathin terhadap Penggugat 

dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi; 

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari 

perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat 

telah terjadi  pisah tempat  tinggal  sekitar 8 bulan, dan selama pisah antara 

Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan layaknya suami  isteri dan 

telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali  
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rukun, tetapi upaya tersebut  tidak berhasil,  dengan  demikian  unsur kedua 

juga  telah terpenuhi; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan  

Penggugat dan  Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap  persidangan 

sesuai  ketentuan  Pasal 31 PP. No. 9 Tahun  1975, bahkan  Majelis telah 

mengoptimalkan   upaya  damai  melalui  mediasi  sesuai   PERMA No. 1 

Tahun 2016, namun  upaya tersebut  tidak berhasil,  dengan demikian unsur 

ketiga juga telah terpenuhi; 

Menimbang,   bahwa  dengan  pertimbangan   tersebut  di atas, dapat  

ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan  pertengkaran dalam rumah 

tangga Penggugat dan Tergugat sudah  menjadi  pecah (broken marriage) hal 

tersebut dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian 

sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di  atas; 

Menimbang,   bahwa  terhadap  perkara  ini dapat  diterapkan  pula 

Yurisprudensi   Mahakamah   Agung  RI Nomor  379.K/AG/1995, tanggal  26  

Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila  suami   istri  terjadi   

perselisihan dan terjadi  pisah tempat tinggal,  maka  rumah  tangga  mereka  

telah  pecah dan  gugatan cerai  telah  memenuhi  ketentuan  Pasal  19 

huruf  (f) PP No. 9 Tahun  1975; 

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya  

sering  terjadi  perselisihan dan  pertengkaran akan  sulit   untuk mewujudkan 

rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan  kasih  sayang seperti yang 

diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan 

menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu 

pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut  sejalan  dengan  pendapat 

pakar Hukum Islam  dalam   kitab  “Madza   Hurriyyatuz   Zaujaeni   Fii    

A thalaq”   yang diambil  alih  menjadi  pertimbangan   Majelis  Hakim  dalam  

memutus   perkara  ini yang  menyatakan "Islam memilih lembaga perceraian 

ketika rumah tangga sudah dianggap guncang tidak harmonis dan tidak 

bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri  sudah  hilang  

(tanpa ruh), sebab dengan  meneruskan  perkawinan berarti menghukum salah 
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satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah 

suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan; 

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang pecah jika tetap 

dipertahankan dalam satu ikatan perkawinan tidak akan menciptakan dan 

mencapai tujuan rumah tangga yang bahagia sebagaimana harapan Pasal 1 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena masing-masing tidak lagi dapat 

melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dengan baik karena  

itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan keluar yang lebih 

baik bagi  Penggugat dan  Tergugat;    

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan 

pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab “Fiqh Sunnah” Juz II 

halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang 

berbunyi:  

 

Artinya: “Apabila gugatan isteri dihadapan pengadilan telah terbukti dengan 

suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap 

mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak 

tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan 

lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri 

tersebut.” 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat 

fuqohak yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat dari Majelis Hakim 

yang berbunyi: 

 

Artinya: “Jika kebencian seorang isteri terhadap suaminya telah memuncak 

maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya suami tersebut dengan talak 

satu”;  

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan  tersebut, 

maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat gugatan 
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Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana 

dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 

jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan  

Penggugat patut dikabulkan; 

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai gugat yaitu yang 

berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara 

Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai dan berdasarkan Pasal 

119 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka talak yang dijatuhkan Tergugat 

(Indra Teguh Firmansyah bin Wiksan) terhadap  Penggugat (PENGGUGAT) 

adalah talak satu ba'in sughra;  

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk perkara bidang 

perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah 

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan 

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan 

kepada Penggugat ; 

  Mengingat,  peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum 

syara' yang berkaitan dengan perkara ini; 

M E N G A D I L I 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap  

Penggugat (PENGGUGAT); 

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar 

Rp1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah); 

 

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim 

Pengadilan Agama Bangil pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 Masehi 

bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. 

Masitah, M.HES. sebagai  Hakim Ketua, Nur Amalia Hikmawati, S.HI, dan Hj. 

Alvi Agustina Rahmah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, 
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dengan dibantu oleh Chalimah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti. 

Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka 

untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar 

hadirnya Tergugat;    

 

                  Ketua Majelis, 

 

 

 

 Ttd   

  

 Dra. Hj. Masitah, M.HES. 

 

 

Hakim Anggota I                Hakim Anggota II 

     

           Ttd 

                       Ttd  

 

 

 

 

Ttd Ttd 

 

Nur Amalia Hikmawati, S.HI 

  

Hj. Alvi Agustina Rahmah, S.H. 

 

 

 

Panitera Pengganti, 

 

             

 

                  Ttd  

 

         Chalimah, S.H., M.H. 

 

 

 

 

Perincian Biaya Perkara : 

1.  Biaya Pendaftaran Rp        30.000,00 

2.  Biaya Proses Rp       100.000,00 

3.  Biaya Sumpah Rp       100.000,00 
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4.  Biaya Panggilan Rp 850.000,00 

5.  HHK Panggilan Rp         20.000,00 

6.  Redaksi Rp         10.000,00 

7.  Biaya Meterai Rp         10.000,00 

 J u m l a h Rp    1.120.000,00 

(satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) 
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